
a. bahwa dengan adanya dinamika peru bahan dalam 
pengelolaan administrasi keuangan, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 Sistem Dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noior_ 
4250); t vi 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor183, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik =r: j. 
5340); , 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

X>. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomi lO);f 1 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor12); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

7.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

'E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

:D. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Serita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7); / r _\ 



wajib disertai 

diberikan oleh Penyedia 
SKPD /Pajabat Pembuat 
peraturan perundang- 

( 1) J aminan Pemeliharaan wajib 
Barang/ J asa kepada Kepala 
Komitmen sesuai dengan 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam pengajuan SPP/SPM 
Jaminan Pemeliharaan. 

Pasal 60 

Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 ten tang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2019 Nomor 92) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 37) diubah, dan ditambah 1 
(satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 92 TAHUN 
2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN: 

31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2014 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 
Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2019 Nomor 41); 

32. Peraturan Bupati Purbalingga 75 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga 
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 
75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 77 

U KONTARDI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 1 ~ge-tw, 2,21 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN P ALINGGA, 

Ditetapkan di Purbalingga 
£ pada tanggal 1 l.getwr 2t'f 

(!.. BUPATI PURBALINGGA, i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Pencairan dana Jaminan Pemeliharaan/Retensi atas pelaksanaan kegiatan 
sampai Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan pengajuan permohonan 
pencairan dari Penyedia barang/Jasa yang bersangkutan kepada Kepala 
BAKEUDA melalui Kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat 
rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut 
telah selesai 100% (seratus persen) dan diterima secara keseluruhan. 


